BAB |
PENDAHULUAN

A.LatarBelakang

Pada era digital saatini, banyakkitatemuiberbagaimacamsumberberita, baikberita
yang menyajikaninformasi yang benardan valid
sepertipadatayanganT el evisidansuratkabarlainnya yang telahterverifikasi, danberita
yang menyajikanberitakabarbohongatauHoax, sepertipadaakunFacebokatau media
sosialainnya, yang
seringdi sal ahgunakanol ehseseorangataukel ompoktertentuuntukmemberikaninformasi
Hoaxatauinformasitidak valid kepadamasyarakat,
untukmenjatuhkanmartabatseseorang/pej abattertetentu, yang
dapatmeni mbul kanpresepsi burukdanprovokasi dikal anganmasyaratmaupunpadapej aba
t/pemerintah, sehinggameni mbul kankegaduhan.
K abarbohongatauHoaxadal ahsuatuberita yang
tidakbenartentangf aktadankeabsahannya, beritabohong, ialahfakta yang
diplintirkanataudirekayasauntuktujuanpoliti kdankepenti ngankel ompoktertentuuntukm
embuatkegaduhandankecemasanbagi masyarakatl uas.

Pemanfaatan media sosiad di Indonesia saatiniberkembangluarbiasabahkan
Indonesia menempatiurutanke 6 duniadalampenggunaan internet (media sosial)®.
Denganpenggunaan media sosial yang sangatluastersebut,

makakej ahatanterhadappel anggaran uu ITE rentanterjadi yang

*https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-pengguna-i nternet-terbesar-di-
dunia/(diaksestanggal 9 Juni 2020, pukul 14.00)

20



21

dilakukanol ehkel ompoktertentuuntukmenyerangkol ompoklainnya yang
dipenuhiberitainformasipalsuHoax,provokasi, fitnah, sikapintoleran, dan anti
Pancasila

Kemaguanteknologi di era globalisasimembuatinformasi begitucepatberedarluas.
Keberadaan internet  sebagai media online  membuatinformasi  yang
belumterverifikasibenar, langsungberedar| uasdimasyarakat.
Hanyadal amhitungandetik,
suatuperi stiwasudahbi sal angsungtersebardandiaksesolehpengguna  internet  melalui
media sosial. Bahkanmasyarakatpadaumumnyabel ummemahamimateriinformasi
yang disebarkan,
namunreaksi atasi nf ormasi tersebutsudahl ebi hdahul udinilai denganresponberagamMula
iresponPositif sepertimenyaringdanmencarikepastianinformasiberita yang disebarkan,
hinggaresponnegatif yang
mendukungdanmenyebarkani nformasitersebuttanpamengoreksikebenaranyasehingga
menyebabkanseseorangdapatdi persal ahkankarenamel anggarketentuan UU ITE.

Dalam KUHP
terdapatdeli kpenghi naantentangK e ahatanterhadapM artabatPresidendanWakil Preside
nyaitupasal 134 danPasa 137 tentangPenghinaanK epadaPresidendimukaumum?®.
Jikapenghi naandanataupencemarannamabai kdi pidanaberdasarkanPasal 27 ayat (3)
UU ITE. Dan jikabermuatanmenimbulkan rasa kebencianberdasarkan SARA

dipidanaberdasarkanPasal 27 ayat (2) UU ITE.

“Andi Hamzah.Delik-DelikTertentu di dalam KUHP. (Jakarta: SinarGrafika, 2010), hal. 56
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Sepertikasusdi bawahi ni bahwaterdakwaatasnamaA shyaduA mrinterbuktimempostin
g di facebooknyapadatanggal 7 Oktober 2017 denganjudul “Kalaugakngutang, yajual
asset negara. ltukehebatanJokowi”. Dan padatangga 20 November 2017
terdakwajugamempostingpadaakunfacebooknyadenganjudul “Beda Level, Umar Bin
KhattabadalahKhalifah, sementaraJokowicumajongosnyaasengdanasing”.
PostinganterdakwatersebutdilihatolenWisnuWidiatmoko. S.Komselakusaks yang
jugabekerjasebagai Polisi di
SatgasPatroli SiberpadaDirektorat Tindak PidanaSi berBareskrimPol ri.Sehinggasaksime
laporkanperbuatanterdakwadanmemprosesnya.
Setel ahitudil akukanpenangkapanol ehpetugaskepol i siandanmenemukanal atbuktiberup
aHandphoneXiaomi yang digunakanterdakwauntukmenyebarkanpostingan Hoax nya
di  facebook.  Setelahpolisimelimpahkankasustersebutkepadapengadilan,  dan
Hakimpun  menyatakanterdakwabersal ahkarenatel ahmenyebarkanberitabohongatau
hoax yang bertujuanuntukmencemarkannamabaikKepala Negara atauPresiden.
Tersangka pun dijatuhihukumanpenjaraselama2tahun 6 bulanoleh hakim.

Berdasarkanl atarbel akang di atas,
makapenulisinginmel akukanpembahasanmengenai K aryal | miahdengandnganJudul :
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR HOAX YANG
DAPAT MENJATUHKAN WIBAWA KEPALA NEGARA
(StudiPutusanNomor . 196/ Pid.Sus/ 2019/ PN Bks.)
B. RumusanM asalah

Berdasarkanl atarbel akangmasal ah di atas,

makapenulismerumuskansuaturumusanmasal ah yang
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akandibahasdal amskri psiyai tuBaga manakahPertanggungj awabanPi danaPel akuPenye
bar Hoax Yang DapatMenjatuhkanWibawaKepala NegaraDalamPutusan No.
196/Pid.Sus/2019/PN Bks.)
C. TujuanPenelitian
Berdasarkanrumusan di atas, maka yang
men; adituj uandal ampenelitiani niadal ah: Untukmengetahui bagai manapertanggungjawa
banpi danapel akupenyebar hoax yang
dapatmenjatuhkanwibawakepal anegaradalamK asusPutusan N0.196/Pid.Sus/2019/PN
Bks).
D. ManfaatPenelitian
Berdasarkantujuanpenelitiantersebut, maka yang
men;] adi manf aatdal ampenel i tiani ni adal ahsebagai berikut:
1. ManfaatTeoritis
Bahwahasi | penelitiani nidiharapkandapatmenyumbangkanpi ki randi bidanghukum
yang akanmengembangkandisi plinilmuhukumpidana,
khususnyamengenai tindakpi danakhususmengenai penyebaranberitabohongatau
hoax yang dapatmenjatuhkanwibawakepala negara.
2. ManfaatPraktis
a. Diharapkandenganhasi|penelitiani nidapatmemberikanmanfaatsecarapraktiskepa
daaparatpenegakhukumkhususnya Hakim, Jaksa,
PolisidanPengacaradalammemahamitindakpi danapenyebaranberitabohongatau

hoax yang dapatmenjatuhkanwibawakepala negara.
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b. Dapatmemberikanpemahamandanpen; el asanbagi mahasi swamaupunmasyarakat,
mengenai pemidanaanpelaku yang melakukanpencemarannamabaikatau yang
sengajamenyebarkanberitabohongatauHoax.

3. ManfaatBagiPenulis

M anf aatpenelitianinibagi penulisyaitu:

a. Untukmemenuhi sal ahsatusyaratdal amrangkapenyel esai anstudi Program
Sarjanallmu Hukum.

b. Bahwapenulisanskripsiinidapatmemberikanmanfaatdalanmengembangkanwaw
asanpenuliskhususnyaberkai tandenganti ndakpi danaterhadappel akupenyebaranb

erita Hoax yang dapatmenjatuhkanWibawaK epala Negara.
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BAB ||
TINJAUAN PUSTAKA

A. TinjauanUmumM engenai Per tanggungj awabanPidana
1. PengertianPertanggungjawabanPidana

Konsepliability atau *“pertanggungjawaban” dalamhukumpidana merupakan
konsepsentral yang dikenaldengangjaran  kesalahan. Dalambahasalatingjaran
kesal ahandikenaldengansebutanmens rea. Doktrinmens reainidilandaskan pada
konsepsi bahwasuatuperbuatanti dakmengakibatkanseseorangbersal ahkecual ijikapemik
iran orang itujahat. Didalamdoktrinitu, terdapatduasyarat yang
harusdi penuhiuntukdapatmemi danaseseorang, yaituadaperbuatanl ahirlah yang
terlarang/tindakpidana (actus reus) da nada sikapbatinjahat/tersela (mens rea)®.

Pertanggungjawabanpidana di artikansebagaiterusancelaan yang objektif yang ada
pada perbuatanpidana dansecarasubjektif yang adamemenuhi  syaratuntuk
dapatdi pi danakarenaperbuatannyaitu. Dasar adanyaperbuatan pidana
adalahasaslegdlitas, sedangkandasardapatdi pi danapembuatadal ahasask esal ahan.
Ini berarti bahwapembuatperbuatanpi danahanyaakandi pi danajikaiamempunyaikesalah
an  danmelakukanperbuatanpidanatersebut.  Pertanggungjawabanpidana  pada
hakikatnyamerupakanmekanisme yang dibangun oleh
hukumpidanauntukberaksiterhadappelanggaranatas “kesepakatanmenolak”

suatuperbuatantertentu.®

®Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum PidanaKorporasi, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2015),
Hal.93
®Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), Hal.156.
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M enurutSudartopertanggungj awabanpi danaadal ahdi pi dananyaseseorangtidaklahcu

kupapabila orang itutel ahmel akukanperbuatan yang
bertentangandenganhukumataubersifatmel awanhukum. Jadi,
meski punperbuatantersebutmemenuhi rumusandelikdal amundang-undang dan

tidakdibenarkan, namunhaltersebutbelummemenuhisyaratpenjatuhanpidana, yaitu
orang yang melakukanperbuatanitumempunyaikesalahnataubersalah.  Orang
tersebutharusdi pertanggungj awabkanatasperbuatannyaataujikadili hatdari sudutperbuat
annya, perbuatannyabarudapatdi pertanggungjawabkankepada orang tersebut.”
Pertanggungjawabanpidana pada hakikatnyamerupakansuatumekanisme yang
dibangun oleh hukumpi danauntukbereaksi terhadappel anggaranatas
‘kesepakatanmenolak’
suatuperbuatantertentu®. Perbuatanpi danahanyamenunjukkepadadil arangnyaperbuatan
. Apakah orang yang telahmel akukanperbuatanitukemudian juga dipidana, tergantung
pada soal, apakahdiadalammelakukanperbuatanitumempunyaikesalahanatautidak.
Apabila orang yang melakukanperbuatanpidanatumemangmempunyaikesalahan,
makatentudi aakandi pidana. Asas yang tidaktertulis:
“tidakdipidanajikatidakadakesalahan”, merupakandasardari pada
dipidananyasipembuat.’

2. Syarat-Syar atPertanggungjawabanPidana

"Mahrus Ali,Asas-Asas Hukum PidanaKor porasi,Op.cit, Hal 95.

8Mahrus Ali,Asas-Asas Hukum PidanaKorporasi,Op.cit, Hal.94.

®Roeslan Saleh, PerbuatanPidana Dan PertanggungjawabanPidana, (Jakarta:Aksara
Baru,2012)hal.75
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Pertanggungj awabanpi danamenj uruskepadapemi danaanpetindak,
jikatelahmel akukansuatutindakpidana ~ dan memenuhiunsur-unsurnya  yang
telahditentukandalamUndang-undang.  Dilihatdarisudutterjadisuatutindakan  yang
terlarang(diharuskan)
seseorangakanmempertanggungjawabkanpi dananyaapabil atindakantersebutbersifatm
elawanhukumataur echtsvaar digingsgrond.

Dilihatdari sudutkemampuanbertanggungjawab, makahanya yang
“mampubertanggungjawab” yang dapatmempertanggungjawabkanperbuatannya. Jadi,
syaratpertanggungjawabanpi danaadal ahadanyaperbuatan,
lal uperbuatantersebutmel awanhukum, dilakukandengankesalahan (dolusdan culpa).
Aspekkesalahan (schuld) merupakanasas fundamental
dal amhukumpi danadal anmenentukandapatdi pi dananyapembuat (culpabilitas)™®.
Dapatlahdikatakan,
bahwauntukmenentukanadanyakemampuanbertanggungj awabiniadaduaf aktor,
yaitufaktorakal dan faktorkehendak. Akal, yaitudapatmembeda-
bedakanantaraperbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kehendak,
yaitudapatmenyesuai kantingkahlakunyadengankeinsyafanatas mana diperbolehkan
dan yang
tidak.M emangti dakmudahuntukmembedakanantar akesengg aandengansadarkepastian
dan kesengaj aandengansadarkemungkinan,

karenakeduanyaberadadidalambatinmanusia™.

"I shag. Hukum Pidana. (Jakarta: RajagrafindoPersada, 2020), hal. 96
"'"TeguhPrasetyo. Hukum Pidana. (Jakarta: Grafindo Perkasa, 2010), hal. 100
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Berdasarkanpenj el asandiatasada 4 (empat)

syaratdari pertanggungj awabanpidanayaitu:

a Perbuatan
Perbuatan yang dapatdi pertanggungjawabkankepadapel akuadalahkelakuan yang
dapatdicel akepadanya. Celaandisinitidakperlusuatucel aansecaraetis,
tetapi cukupcel aansecarahukum™.

b. Melawan Hukum (Weder echtelijk)
Melawanhukumartinyaadalahsuatutindakan  yang  bertentangandenganundang-
undangatauti daksesuai denganl aranganataukeharusan yang
ditentukandal amundang-undangataumenyerangsuatukepentingan yang dilindungi
oleh undang-undang.

c. Kesalahan
K esal ahanadal ahhubunganbati nantarapel akudenganperbuatan yang dilakukannya.
Jka perbuatandikehendaki, makaperbuatani tudengansengaja.
Apabil atidakdikehendaki,
makaperbuatantersebutterjadikarenasuatukeal paan'®. UnsurK esal ahansel al umeliput
isuatuti ndakpi danabai ksecaraeksplisitdal amrumusanti ndak pi danamaupunti dakterc
antumdal amrumusanti ndakpidana,
kecualidal amrumusanti ndakpi danatersebutterdapatunsurkeal paan™*.

d. PatutDipidana

“Eddy O.S Hiareij. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. (Yogyakarta: CahayaAtma Pustaka,
2015), hal. 157

“Ibid., hal. 159

“AgusRianto. TindakPidanaPertanggungjawabanPidana. (Surabaya: Kencana, 2016), hal. 2
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Patutdi pi danaadal ahmempersal ahkan/mempertanggungjawabkanseseorang  yang
mel akukanperbuatanmelawanhukum dan  memberikansanksipidanaapa yang
sepatutnyadi kenakankepadapel aku. Patutdipidana juga

memilikipengertianbahwaperbuatantersebutdiatur oleh hukum.

B. TinjauanUmumM engenaiPenghinaan

1. PengertianPenghinaandalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penghinaanadalahmenghinayaitu “Menyerangkehormatan dan
namabaikseseorang”.  Yang  diserangitumerasakanmalu.  Kehormatan  yang
diserangdisinihanyamengenaikehormatan yang dapatdicemarkan®®.
PengertianPenghinaandal amK UHPi al ahtindakpidana yang

menyeranghakseseorangberupamerusaknamabai k seseorangataukehormatanseseorang.
Perbuataninidiaturdalampasal 315KUHP yang memuatsuatutindakpidana yang
disebutpenghinaanbersahaja dan yang
dirumuskansebagai seti appenghi naandengansengaja yang tidakbersifatmeni sta™.

I stilahPenghinaanyai tusemuaj eni skejahatan yang dirumuskandalam Bab XV buku
[I. Dalampasa 310 ayat (1) dimuatsemuaunsur, balk yang bersifatobjektif
(perbuatan/objeknya) maupun yang bersifatsubjektif (kesalahan,

berupasengajamel akukanperbuatan dan

SAdamiChazawi.Hukum PidanaPositifPenghinaan. (Malang: Media Nusa Creative,2016),
hal. 267
'*lsmuGunadi.Hukum Pidana.(Jakarta: Kencana,2014), hal. 192
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maksudpembuatdal amhal mel akukanperbuatan). Pada
kenyataannyamemangsemuakejahatan yang masukpenghinaan (Bab XVI buku I1),
maupunpenghinaankhususdiluar Bab XVI mengandungsifat yang
samadengankejahatanpencemaran.

PenghinaanterhadapPresiden dan Wakil Presidenmerupakansuatutindakpidana
yang diberikualifikasi penghinaankhusus yang terdapat di luar Bab XV yang tersebar
pada beberapapasal yang masukkedalambab yang berbeda-bedaobjeknya,
ataukepentinganhukum yang dilindungisebagai dasarpengelompokan masing-masing
tindakpidana. Oleh karenaberbeda-bedadasarpengel ompokanpenghinaan di luar Bab
XVI inilah, makatidak salah disebutsebagaipenghinaankhusus™’.Mengandungsifat
yang samatidaksamaartinyadenganmengandungunsur yang sama. Sifat yang sama,
terletakbaik pada perbuatannyamenyerang, objeknyakehormatan dan namabaik,
maupunkesengajaanbaik  yang  ditujukan pada perbuatanmaupun  yang
ditujukankepadaakibat. Dicontohkankepadapengaduan fitnah,
meski punperbuatannyamaterilnya (menggukanpengaduan dan pemberitaanpalsu)
berbedadenganperbuatanmateril  pada pencemaran (menyerangkehormatan dan
namabaik)
namunsifatkeduak g ahatani tuadal ahsama. Pencemarannamabai khanyadapatdi prosesol
eh polisiapabil aadapengaduandaripihak yang merasadicemarkannamabaiknya'®.

2. Unsur-UnsurPenghinaandalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP)

YGomgomSiregar.SuatuAnalisisMengenai TindakPidanaPencemaran  Nama  BaikMelalui
Media Elektronik.(Bandung: Refika Aditama,2020), hal. 89
'8|edenM arpauing. TindakPidanaTerhadapKehor matan. (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hal. 3
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Seti apperbuatan/penghi naanharusmengandungunsur-

unsurapabilai nginditetapkansebagai perbuatanpi dana. Berikutiniunsur-

unsurpenghi naanataupencemarannamabai kmenurutpasal 310 KUHP:

a. UnsurSubjektif: Sengaja dan Maksud
K g ahatanpencemaranterdapatduaunsurkesalahan, yaknisengaja(opzettelijk) dan
maksudatautujuan. Walaupundalamdoktrin, maksudituadalah juga kesengajaan
(dalam arti sempit), yang disebutdengankesengajaansebagaimaksud. Tetapi,
fungsiunsursengga dan  unsurmaksuddalampencemaranberbeda.  Sikapbatin
“sengaja” ditujukan pada perbuatanmenyerangkehormatanataunamabaik orang
(perbuatan dan objekperbuatan). Sementarasikapbatin “maksud” ditujukan pada
unsur “diketahui oleh umum” mengenaiperbuatanapa yang dituduhkan pada orang
itu.

b. PerbuatanMenyerang
Perbuatanmenyerang(aanranden), tidaklahbersifatfisik, karenaterhadapapa yang
diserang (objeknya) memangbukanfisiktapiperasaanmengenaikehormatan dan
perasaanmengena namabaik orang.

c. Objek: Kehormatan dan Nama Baik Orang
Objek yang diserangadalah rasal/perasaanhargadirimengenaikehormatan(eer), dan
rasa/perasaanhargadi rimengena namabai k (goedennaam) orang. Rasa
hargadi riadal ahi ntinyaobj ekdari setiappenghinaan. Rasa
hargadiridalampenghinaanadalah rasa hargadiridibidangkehormatan, dan rasa
hargadiridibidangnamabai k.namabai kdisiniberarti rasa  hargadiriatauharkat-

matabat yang  didasarkan  pada  pandanganatauataupenilaian  yang
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bai kdarimasyarakatterhadapkeadaan dan

sifatpribadi seseorangdal ampergaul anhidupdal ammasyarakat. ™
d. Caranya: Denganmenuduhkanperbuatantertentu

Diatastel ahditerangkanbahwaperbuatanmenyerangditujukan pada rasa
hargadiriataumartabat (mengenaikehormatan  dan namabaik) orang,
denganmenggunakan kata’kalimatmel al uiucapan,
caranyadenganmenuduhkansuatuperbuatantertentu. Jadi yang
dituduhkansi pembuatharuslahmerupakanperbuatantertentu, dan bukanha lain
misalnyamenyebutseseorangdengan  kata-kata yang tidaksopansepertibodoh,
malas, anjingkurapan dan lain sebagainya®.

A pabil aunsur-unsurpenghi naanataupencemarannamabai kini hanyadi ucapkan
(menistadenganlisan), makaperbuatanitutergolongdalampasal 310 ayat (1) KUHP.
Namun, apabilaunsur-unsurtersebutdil akukandengansuratataugambar yang disiarkan,
di pertunjukanatauditempelkan (menistadengansurat),
makapel akudapatdijeratatauterkenasanksihukumpasal 310 ayat (2) KUHP.

3. Jenis-JenisPenghinaandalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penghinaanatau yang seringdisebut juga
sebagai pencemarannamabai ksecaraharfiahdiarti kansebagai sebuahtindakan yang
merugikannamabaik dan kehormatanseseorang. Berdasarkanketentuan yang ada di

dalam KUHP, adaenammacampenghinaanataupencemarannamabaik, yakni:

YAdamiChazawi. TindakPidanalnformasi& TransaksiElektronik. (Malang: Media Nusa
Creative, 2015), hal. 77

?%_amintang.Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika,1997), hal.
192



33

a. Menista/smaad (pasal 310 KUHP)

Barangsi apasengaj amerusakkehormatanataunamabai kseseorangdenganj alanmenud
uhdiamel akukansuatuperbuatandenganmaksudnyataakantersi arnyatuduhantersebut
, dihukumkarenamenista, denganhukumanpenjaraselama-lamanya 9
bulanataudendasebanyak-banyaknya Rp.300,- (tiga ratus rupiah).

Dal ampasaltersebutmengandungbeberapaunsurpentingyaitu:

- Dengansengaja

- Menyerangkehormatanataunamabaik orang

- Menuduhmel akukansuatuperbuatantertentu

- Denganmaksud yang nyatasupayadiketahuiumu,

Jika kitamengacu pada unsurdiatas,
makapencemarannamabai kdapatditafi srkansebagai delikmateril .
Delikmaterilmerupakandelik yang dapatdipi danajikaakibat yang
dilarangtelahmuncul.

b. Menistadengan Tulisan/smaadschrift(pasal 310 ayat (2))
Kaauhalinidilakukandengan tulisan ataugambar yang
disiarkankepadaumumatauditempel kan, maka yang
berbuatitudihukumkarenamenistadengan tulisan denganhukumanpenjaraselama-
|lamanyasatutahunempatbul anataudendasebanyak-banyaknya Rp.300,-
Daampasaliniberfokus pada tulisan. Tulisan
adal ahhasi| dari pekerjaanmenuli sbai kdengantanganmaupunal atapapun yang
wujudnyaberuparangkaian  kata-kata/lkalimatdalam Bahasa apapun yang
isinyamengandung arti tertentu, ataumenyerangkehormatan dan namabaik orang di

atassebuahkertasataubendal ainnya yang sifatnyadapatditulisi.

c. Memfitnah/laster (pasal 311 KUHP)
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Barangsi apamel akukanke ahatanmeni staataumeni stadengan tulisan
dalamhaliadiizinkanuntukmembuktikan dan
jikatuduhanitudilakukannyasedangdiketahuinyatidakbenar, dihukumkarena salah
memfitnahdenganhukumanpenjarasel ama-lamanyaempattahun.

K gjahatani niti dakperl udilakukandi mukaumum,

sudahcukupbiladapatdi bukti kanbahwaadamak suduntukmenyiarkantuduhantersebut

d. PenghinanRingan/eenvoundigebelediging(pasa 315)
Tiap-tiappenghinaandengansengaja yang tiadabersifatmeni staataumeni stadengan
tulisan,yang
dilakukankepadaseseorangbai kditempatumumdenganlisanataupundengan  tulisan
maupundihadapan  orang  itusendiridenganlisanataupundenganperbuatannya,
begitupundengan tulisan yang dikirimkankepadanya,
dihukumkarenapenghi naanringandenganhukumanpen;j arasel ama-
lamanyaempatbul anduamingguataudendasebanyak-banyaknya Rp.4.500, -

Jika penghinaandilakukan di tempatumum yang berupa kata-kata makian yang

sifatnyamenghina, maupunberupaperbuatan.

e. MengadudenganMemfitnah/lasterlijkeaanklacht (pasal 317)

(1) Barangsi apadengansengaj amemasukkanataumenyuruhmenuliskansuratpengaduana
taspemberitaan yang pal sukepadapembesar negeri
tentangseseorangsehinggakehormatanataunamabaik orang tersebutjaditersinggung,
makadi hukumkarenamengadudenganmemfitnahdenganhukumanpenjaraselama-

lamanyaempattahun.
(2) Dapatdijatuhkanhukumanpencabutanhak yang tersebutdalampasal 35.
Dalampasalini seseorangmenyebarkansuatu tulisan yang
menyebarkanberitabohongtentangkepal adaerahataukepal a negara

tetapimengatasnamakan orang lain dalammenyebarkanberitabohongtersebut. Maka
orang tersebutdi hukumkarenatel ahmengadudenganmemfitnah.
f. Menyuruhdenganmemfitnah/lasterlijkever dachtmaking (pasal 318)

(1)Barangsi apadengansengaj amel akukansuatuperbuatanmenyebabkan  orang lain
denganpal sutersangkamel akukansuatuperbuatan yang dapatdihukum,
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makadi hukumkarenatuduhanmemfitnahdenganhukumanpenjaraselama-
lamanyaempattahun.
(2) Dapatdijatukanhukumanpencabutanhak yang tersebutdalampasal 35.
Pada pasaliniseseorangmel akukansuatuperbuatan yang dilarang oleh hukum yang
mengatasnamakan orang lain agar orang tersebutdihukumkarenaperbuatan yang
dilakukannya.
UntukmengimplementasikanPenegakan Hukum di Indonesia dipengaruhi oleh

lima faktor: 1) Undang-Undang, 2) Mentalitasaparatpenegakhukum, 3)

Perilakumasyarakat, 4) Sarana, 5) Kultur®.

C. TinjauanUmumM engenai PenghinaandalamBentuk M enyebar kan Hoax
1. Pengertian Hoax dalam UU ITE

Hoaxadal ahi nformasi pal su, beritabohong, ataufakta yang
diplintirataudirekayasauntuktujuanleluconhinggaserius  (politis). Secara Bahasa
Hoax(synonyms: practical, joke, jest, prank, trick)adalahlelucon, ceritabohong,
kenakalan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya dan
memperdayakan. PengertianHoaxdalampasal 28 ayat (1) Undang-UndangNomor 11
tahun 2008 tentang I TE.
2. Pengertian Media Sosial

PengertianMedia Sosialadalah media digital sebagaitempatterjadinyarealitassosial
pada ruangwaktutakterbatasbagi para penggunanyauntuksalingberinteraksi. Para

ahlimendefinisikanpengertian media sosiadenganstrukturbahasa yang berbeda,

! Abdul Wahid.KejahatanMayantara.(Bandung: Refika Aditama,2010), hal. 136
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namuntetapdalammakna dan nila yang sama. Nilai-nila yang ada di
masyarakatmaupunkomunitas juga muncul bisadal ambentuk yang samaatauberbeda di
internet.  Pada  dasarnya,  beberapaahlimenggambarkanpengertian  media
sosialtidakterlepasdariapa yang terjadisaatini di dunia. Dengansatukontenunik di
media, khal ayakataumasyarakatdapattergeraksecaramasif.?

Dengansatukontenunik di media,
khalayakataumasyarakatdapattergeraksecaramasif. Pada media sosialsering juga
ditemuikonten-konten yang berismuatannegatifatauillegal contents.  Illegal
Contentsmerupakankejahatandenganmemasukkan data atauinformasike internet
tentangsesuatuhal yang tidakbenar, tidaketis, dan
dapatdianggapmel anggarhukumataumenggangguketertibanumum?®.Fungsi media
sosial juga tidakterlepasdaripengertian media sosialsosiaitusendiri, yaitusebuah
media online yang memungkinkan Anda dan para pengguna lain
bi sadenganmudahberpartisipasi, berbagi, dan menciptakankonten yang bermanfaat.
Media sosialsaatinimeliputi blog, jgaringsosial, wiki, forum, dan dunia virtual yang
merupakanbentuk media sosial yang paling umumdigunakan oleh masyarakat di
seluruh dunia. Saatteknologi internet dan mobile phone (smartphone) semakinmaju,
makapengertian media sosiad dan perannyaikuttumbuhdenganpesat. Saatini,
untukmengaksesinstagrammisalnya, Anda sudahbisamelakukan di mana sga dan
kapansg) ahanyadenganmenggunakansebuahmobile phone.

3. Unsur-Unsur Tindak PidanaPenghinaanDalamBentuk M enyebar kan Hoax

**https://bl og.sribu.com/id/pengertian-media-sosial/
2ShiddigArmia PerkembanganPemikiranDalamlImu Hukum. (Jakarta: Pradnya
Paramita,2003), hal. 119
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Setiap orang yang
mel akukanperbuatanmengarahkepadati ndak pi danapenghi naanituharusterl ebihdahulu
mengandungunsur-unsurpenghi naanapabilai ngi nditetapkanbersal ah. Ada
beberapaunsur  yang  harusdicermatidalampasal 310 ayat (1) yaitu:
Unsurkesengaj aanmenyerangkehormatanataunamabai kseseorangdenganmenuduhkans
esuatuhal dan unsurmaksuduntukdi ketahuiumum.
Sementaraunsurtambahandalampasa 310 ayat (2) adalahunsurdilakukandengan tulisan
ataugambaran yang disiarkan,  dipertunjukkanatauditempel kandimukaumum.
Unsurkesengaj aanbi saditaf sirkandari perbuatanatausi kap yang
dianggapsebagai perwuj udandariadanyakehendakuntukmenghina dan
penyebarluasandaripernyataan yang menyerangnamabaik dan kehormatan orang lain.
4. KetentuanPidanaPencemaran Nama BaikDalamBentukMenyebarkan Hoax

MenurutUndang-UndangNomor 19 Tahun 2016 Tentanginformas dan

Transaks Elektronik

Orang yang melakukanpencemarannamabaiksebagaimanadiaturdalampasal 310
KUHP
harusl ahmenyerangkehormatanataunamabai kseseorangdenganmenuduhkansuatuterha
dapnya, dengantujuandiketahui secaraluas,
tindakani nidiancamdenganpenjaramaksi mal sembilanbulan. SedangkandalamUndang-
UndangNomor 19 tahun 2016 tentanginformasi dan transaksielektronikpasal 45 ayat
3 dijelaskanbahwasetiap orang yang dengansengaga dan
tanpahakmendistribusi kaninformasiel ektronik yang

bermuatanpenghi naanmakadi pidanadenganpidanapenjara paling lama 4 tahun.
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M akadengani ni kitamengetahui apabil aseseorangdengansengaj amenyi arkankontenberi
sipenghi naanterhadapmartabatseseorangmaka orang tersebutsudahmelanggarUndang-
UndangNomor 19 tahun 2016 tentang ITE. BeritabohongatauHoax yang
disebarkanmel al ui media sosial yang
bukanbertujuanuntukuntukmenyesatkankonsumen, dapatdipidanamenurut UU ITE
tergantungdarimuatankonten yang disebarkanseperti:
a Jka bermuatanpenghinaan
dan/ataupencemarannamabai kdi pidanaberdasarkanpasal 27 ayat (3) UU ITE.
b. Jika bermuatanmeni mbulkan rasa kebencianberdasarkan SARA
dipidanaberdasarkanpasal 28 ayat (2) UU ITE.
D. TinjauanUmumM engenaiK epala Negara
Kepaa Negara  adalahsebuahjabatan  individual — ataukolektif  yang
mempunyaiperanansebagai  wakil  tertinggidarisebuah negara sepertirepublik,
monarki, federasi, persekutuanataubentuk-bentuklainnya®. Kepala negara
mempunyaitanggungjawab dan hakpolitis yang
ditetapkansesuai dengankonstitusi sebuah negara. Oleh karenaitu, pada dasarnyakepaa
negara dapatdibedakanmelaluikonstitusiberbeda pada negara tertentu di dunia. Di
Indonesia menganutsi stempresidensi al yai tumenjadikanPresidensebagai K epala
Negara.Presidenmerupakan Lembaga negara yang

£2°,

memegangkekuasaandi bi dangeksekuti

*https://id.wikipedia.org/wiki/K epala negaral (diaksestanggal 25 Agustus 2020, pukul 19.00)
»GomgomSiregar,0p.Cit, hal 87
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Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Karena negara Indonesia ininerupakan
Negara Kesatuan yang berbentukRepublik, makaPresiden juga
memilikiduafungsi yaitusebagai K epala Negara dan K epalaPemerintahan.
SebagaiKepala Negara, Presidententumemilikitugas-tugaskhusus yang
harusdilakukan oleh PresidenselakuKepala Negara. Untukmenentukantugas-
tugastersebuit, perlusuatuperaturanperundang-undangandasar yang
telahdi susunsebelumnya agar
dapatmenjadi pedomanseorangPresi denuntukuntukmenjal ankantugasnyasebagai K epal
a Negara. Makadariitu di dalamsebuah negara, peranundang-
undangdasarsangatpentinguntukmenentukantugasPresi densebagai K epala Negara.
TugasPresidensebagaiKepala Negara  tercantumdalamperaturanUndang-Undang
Dasar 1945 sebagaiberikut:

1. UUD 1945 pasa 10: Presidenmemegangkekuasaan yang tertinggiatas Angkatan
Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara

2. UUD 1945 pasal 13 ayat 1. Presidenmemegangduta dan konsul.

3. UUD 1945 pasa 13 ayat 3. Presidenmenerimapenempatanduta negara lain
denganmemperhatikanpertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

4, UUD 1945 pasad 29 aa 2. Negara menjaminkemerdekaantiap-
tigppendudukuntukmemel ukagamanya masing-masing dan untukberibadatmenurut
agama dan kepercayaannyaitu.

5. UUD 1945 pasa 31 ayat 4: Negara memprioritaskananggaran Pendidikan

sekurang-kurangnyaduapul uhpersendari anggaranpendapatan dan belanja.
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BAB |11
METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang LingkupPenelitian

Batas-batasatauruanglingkuppenelitianbertujuanuntukmembatasi dan
memperjelasmasalah yang akandibahasdalamskripsi agar tidakmengembang dan
tidakmenyimpangsehi nggapenuli sanskripsi berlangsungsecarasi stematis dan
terarah.Adapun ruanglingkuppenelitiandalampenulisaninidibatasi pada masalah
yang akan di
telitimengenal Bagai manaPertanggungjawabanPidanaPel akuPenyebar Hoax yang
DapatM enjatuhkanWibawaK epala Negara dalamK asusPutusan No.
196/Pid.Sus/2019/PN BKks.
B. JenisPenelitian

Jeni spenelitianhukuminitermasukpenelitianyuridisnormatifyaitupenelitian

yang berdasarkan pada bahankepustakaan yang ada.
Penelitianinidenganpendekatanstudikasus yang  meliputiketentuanperundang-
undangan dan putusanpengadilansertaliteratur-literatur yang
berhubungandenganpokokbahasan.
C. MetodePendekatanM asalah
Dalammel akukanpenelitianini,
dilaksanakanmel al uimetodependekatanmasal ahyaitu:

1. PendekatanPerundang-Undangan (Statue Approach)
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Y aitupendekatandenganmenel aahsemuaundang-undang  yang terkait dan
menel aahbagai mana hakim memutuskansesuai denganUndang-
Undangterhadapi suhukum.?.

. PendekatanK asus (Case Approach)

Dalampenulisanini, penelitianmenggunakanmetodei niuntukmengetahuial asan-
alasanhukum  yang  digunakan  hakim  daammemutuskan  dan
memberikanputusan yang sudahberkekuatanhukumtetapterhadapisuhukum?’.

. SumberBahan Hukum

Daampenulisanskripsiini, yang menggunakanjeni spenelitiannormatif,

makasumberbahanhukum yang digunakanadal ah :

. Bahan Hukum Primer

Y aitubahanhukum yang terdiridarisemuadokumenperaturanmengikat dan
ditetapkan oleh pihakberwenangyaituperaturanperundang-undanganbaik di
bidanghukumpidana dan hukum acara pidana yang terdiridari :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahanUndang-

UndangNomor 11 tahun 2008 tentanglnformasi dan TransaksiElektronik.

**Peter Mahmud Marzuki. Peneltian Hukum (Jakarta: Pranada Media Grup, 2015), hal. 136
#Ibid., HIm.158



c. Putusan N0.196/Pid.Sus/2019/PN.BKs.
2. Bahan Hukum Sekunder
Y aitubahanhukum yang memberikanpenj el asanterhadapbahanhukum primer,

yaknihasilkarya para ahlihukumberupabuku-buku dan pendapat-pendapat para

sarjana. Dan juga termasukdokumen yang
merupakaninformasi ataubahankajiantentangperbuatanti ndakpi dana ITE
seperti:

a. Buku-buku yang berhubungandenganhukum
b. Jurnal-jurnalhukumdarikal anganpraktisihukum dan akademishukum yang
adahubungandenganpenelitianini.
3. Bahan DataTersier
Bahanhukum yang
memberikanpetunj ukataupen; el asanbermaknaterhadapbahanhukum Primer
dan bahanhukumSekunder, yaituKamus Hukum.
E. MetodePendlitian
Adapun penédlitianinimetodeanalisis yang dilakukanuntukmengumpulkan data
dengancarastudikepustakan. Daampenditianini, bahanhukum primer
peraturanperundang-undanganyaituUndang-Undang No 19  Tahun 2016

tentangPerubahanUndang-Undang No 11 Tahun 2008 tentanginformasi dan

TransaksiElektronik. BegitupunpenelitianBahanHukum
Sekunderberupapublikasitentanghukum, berbagailiteratur yang
berkaitandenganmasal ah yang

42
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diteliti sertamenguti pbeberapapendapatsarjanakemudi anmenyusunnyadengansi stemati

suntukmenjawabpermasal ahan pada Putusan No.196/Pid.Sus/2019/PN BkKs.

F. AnalisisBahan Hukum

Bahanhukum yang dilakukandal ampenulisanskripsiiniadal ahdengancarakualitatif,
yaituanalisisterhadapisi putusanPengadilan Negeri Bekasi
N0.196/Pid.Sus/2019/PNBKs. Tentangdasarpertimbangan hakim
men] atuhkanpi danakepadapel aku yang menyebarkanberitabohongatauHoax,
kemudiandil akukanpembahasan dan penafsiran yang ada pada
akhirnyadapatditari kkesi mpul antentangpenj atuhanhukuman oleh hakim

itutepatterhadapterdakwa.



